
I SALINAN I

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PADA DINAS PELAYANAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengisian jabatan fungsional di
lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan
sesuai Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010, perlu
menata kembali jabatan fungsional di lingkunganDinas Pelayanan Pajak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan,peningkatan kualitas dan
profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai pejabat
fungsional pada Dinas Pelayanan Pajak, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsionalpada Dinas Pelayanan
Pajak;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomer 12 Tahun 1994;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Prepinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik
Indonesia;

3. Undang-Undang Nemer 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;

4. Undang-Undang Nemer 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nemor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
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6. Undang-Unctang NomorZ3 Tahun Z014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah ,dengan Peraturan Pemerintah Pengganti'
Undang.Undang Nomor, Z Tahun.2014; .

. . . .' .

9. PeraturanPemerintah Nomor97 Tahun .2000 tentang Formasi Pegawai .
Negeri Sipil sebagaimana telah diubah, dengan Peratl1ran Pemerintah

. Nomor 54 Tah~m Z003;' . .

10. Peraturan Penwrintah Nomor .9 Tahun Z003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan' dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil'
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan· Pemerintah Nomor63

. Tahun Z009;

11. KeputusanPresidenNomor 87 Tahun 1999tentang Rumpun Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana' telah diubah dengan.
PeraturanPreslden Nomor 97Tahun Z01Z; '. .

12. Keputusan . Menteri ··PendClyagunaan.· Aparatur '. Negara . Nomor
30/KEP/M:PAN/3/2003 tentang' Jabatan F\lngsional Penilai. Pajak. Bumi

'dan Bangunan.dan AngkaKreditnya; . .

13. Keputusan Menteri Pendayagunaa;, Aparatur Negara Nomor
31/KEP/M.PAN/3/Z003 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan·
AngkaKreditnya; ,

14: KeputusanMenteri Negara Pendayagunaan Aparatuf Negara . Nomor
KEP/Z3.2/M:PAN/2/2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri
Sipil; . . '. .

, 15. Keputusan Menteri .Negara Pendayagunaan Aparat\lr' Negara Nomor
KEP/75/MPAN/2/Z004 .tentangPedomanPerhitungan •Kebutuhari
Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penyusunan Formasi
Pegawai Negeri Sipil; . . .

16.. Peraturan Mented Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/04/M:PAN/Z/Z006·tentang Jabatan Fungsional PenY\lluh Pajak dan

. Arigka Kreditnya;' .. .
. '. .

Peraturan ,Menteri Pend",yaguna~JnAparatur Negara dan Reformasi
Biro,krasl Nomof33 Ta,hun 2011 tentang Pedoman AnalisisJabatan;

18. Per~turan Daerah Nomor 1.2 Tahun Z014 tentang Organis~si pera~gkat
,Daerah; .' '.'

19. KeputusanGubernurNomor 85 TCihun, 2002 tentang. Petunjuk
'. 'Pelaksanaan Penyusunan, . Pengusulan dan .Penerapan. Jabatan

Fungsional di Lingkungan PemerintahanPropinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta' .' . . '"

. ,
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20. Keputusan Gubernur Nomor 851 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim
Penilai·· Daerah· Jabatan· Fungsional .Propinsi . Daerah Khusus .Ibukota

. Jakarta; .

21. Keputuscln Gubernur Nomor 5 Tahl,Jn 2004 tentang. F,'enetapan. Jenis
Jabatan FUngsional diLingkungan Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta; . . ..

22. Peraturan Gubernur .Nomor58 Tahun 2008 tentang Penempatan dan
Pemindal1an Penugasan Pejabat Fungsional; . .

23. Peraturan Guberjlur Nomor163 Tahun2010- tentang Peridelegasian
WewEmang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentiim Pegawai
Negeri Sipil; .. .

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN GUBERNURTENTANG FORMASIJABATAN FUNGSIONAL
PADA DINASPELAYANAN PAJAK.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal1 .
. ..

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta;

2. Pemerintah Daerahadalah Gubernur dan Perangkat Daerah. sebagai ..
. unsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah;. .

3. Gllbernur adalahKepala Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnyadisingkat· BKD adalah
BadanKep~gawaian DaerahProvinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta;

. .

.5. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas. Pelayanan Pajak Provins.i Daerah
. Khusus Ibukota Jakarta;· . . . .

6. Biro Organisasl dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat· Biro
Organisasi dan Reformasi Birokrasi adalan Biro Organisasi dan Reformasi
Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta;
.. ..

.. 7. jabatan Fungsional adalah. sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tllgas berkaitan· dengan pelayanan· f!lngsiorial yang berdasarkan pada
keahiian .dan k~terampilan terteritu; .

8. Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan yang seJanjutnya
disingkat Jabatan Fungsional·· Penilai . PBB .adalah·· .jabatan yang
mempunyai ruang lingkuptugas, tanggung jawab, wewenang· untuk
melakukiln kegialan pendataan 'danperiilai, 'pajak bumi dan bangunan
sesuai dengan peraturan perundarigcundangan yang· diduduki oleh

.Pegawai Negeri Sipil; .' . .
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, 9. J~batan Fungsiona! Pemeriksa' Pajak adalah jabatan yang mempunyai
ruang Iingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hcik secara penuh

'oleh pejabatyang berwenang untuk melakukan pemeriksaan pajak dan
penyidikan tindak pidana perpajakan sesuai dengar} peratunin p\':lrundang~
undanganyang diduduki oleh Pegawai Nageri Sipil; , ,

10. JabatanFungsionalPenyuluh Pajak adalah jabatan yang mempunyai
ruanglingkup tugas, tanggung jawab,. weweriang dan hak ,secarapenuh

,'olehpejabat yangberwenang untuk melakukan penYLlluhari pajaksesuai
dengan peraturan perundang-undangan yangdiduduki' oleh Pegawai
Negeri Sipil; , ,

11. Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susuoan pangkat Pegawai
,Negeri' Slpil yang diperlukan oleh suatusatuan 'organisasiperangkat

daerah ,untlik melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu
,yang ditetapkan oleh Gubernl,Jr;

12. Tim Periila! Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan ,ditetapkan oleh
pejabat berwenang yang bertugas menilai prestasikerja masirig-niasing
Pejabat Fungsional di Iingkungan Dinas Pe1ayanan Pajak; .

13. TimPeniiai AngkaKredit UnitKerja adalah tim yang diangkat oleh Kepala
Unjt Kerja yang bertugas membantu Kepala Unit Kerja menilai kinerja '
masing-masing pejabat fungsionalberdasarkan angka' kredityahg
ditetapkan untukmasing-masirig jabatan fungsional. '

14. Penilaian adalah penentuan derajat kualitcis berdasarkan kriteria ,(tolak
,ukur) yang ditetapkan terhadap penYelenggaraan kegiatan jabatan '
fung,sional.' ,

BAB II

JENIS, KEDUDUKAN, DAN TUGAS POKOK

Pasal2

Jenis jabatan fllngsional pada Dinas, Pelayanan Pajak.yaitu ;

a. Penilai PBB,' termasuk dalam rumpun asisten profesionalyang
berhubLingan dengan keuangan dan penjualan;

b. Pemeriksa Pajak, termaslik dalam rompun imigrasi. pajak dan Asisten
,ProfesionaL yang berkaitan; dan " ,

c. Penyufuh Pajak, termasuk dalam rumpun Imigrasi. Pajak dan Asisten
Profesional yang berkaitan.' ,

Pasal3

(1) 'Jabatan, fungsional, sebagaimana" dimaksuddalarri Pasal ,2,
,berkedudukan sebagai berikut :

a. Pe'nilai, PBB, be'rkedudukan sebagai pelaksana teknis ,fungsional ,
Dinas Pelayanan Pajak di bid<:lng pendataan cian penilaian pajak bumi
dan bangunan;

b. Penieriksa Pajak, berkedudukan sebagaipelaksana teknis fungsional
Dinas Pelayanan Pajak'dl bidang, pemeriksaan pajak; dan '
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c. PenyuluhPajak,berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional .
..DinasPelayanan Pajak di bidangpenyuluhan pajak. . .

(2) Tugas pOkOk.jabatanfu~gSiOnal sebagaimima dimaksud dalam' Pasal 2,"
sebagai berikut; . . .
.. . '".

a. Penilai PBB, mempunyai tugas melakukan pendataan obyek pajak'
bumi dim' barigunan, penilaianbumidan' bangunan serta kegiatan .
pengurC!riganikeberatan/bandlng PBBterhutang;

b. Pemeriksa pajak, mempunyaitugas melakukanpemeriksanaan pajak
.dan penyidikan tindak pidana perpajakan; dan .

.c. PenyuluhPajak, mempunyai tugas memberikaninformasi,konsultasi
.' .dan bimbirman pajak kepadamasyarakat Urnum dan wajib pajak,

BAB III

JENJANG JASAT.A.NDAN PANGKAT/GOLONGAN

Pasal4

(1) JerijangJabatanFungsional Penilai PSS dar! yang tereridah sampai
denganyangtertinggi; yaitu : . .

'. a. PeniiaiPSS Tingkat Terampil;dari .

b. Penilai PSS TingkatAhlL .'

(2)Jenja~g parigkat dangolongan masing-masing jenjang Jabatan
FuogsionalPeniiaiPBB Tingkat Terampil dart' yang terendah sampai
dengC!n.yangtertinggi terdiri dari : . .

. . . .' .

a. Penilai PBB Pelaksana terdiri atas :
. ".

'. 1.PengaturMuda Tingkat I; golongan ruangll/b;'. - . . .

2. Pengatur. golongan ruang II/e; dan ..

3. PengaturTingkatl, g~longan ruang II/d..

b. PeniiaiPSSPelaksan~ Lanjutanterdiri atas :

.1. penata Muda, golongan ruang III/a; dan .'

2. P~llataMuda Tingkat I, golongan ruang III/b.

c. Periilai PBS Penyelia terdiri atas : , .
. .'

1.. Penata,golongan ruang IlIIe; dan .

. ~.Penata Tingkat I,golongan ruang HI/d..

(3)Jenjangparigkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan
Fi,mgsional Penilai PSS Tingkat Ahli dariyangterendah sampai dengan·
yang tertiriggi terdirldari : '. . .

a.. Penilai PSS Pertama terdiri atas : •.

1. Penata Muda, golongan ruangill/a; dan '. .'

'2. Penata Mu.da Tingkatl, gOlongan ruang hi/b..'

j

,
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b.. Penilai PBS Mudaterdiriatas :

1. Penata,golongan ruang III/e; dan

. 2. Renata Tingkat I, golongan ruang III/d.

·e. PElniiai PBS Madya terdiri atas :

1.. Pembina, golongan r~angIV/a;

2. Pembina Tingkat I,golongan ruang N/b; dan

. 3. Pembina Utama Muda,g.olongan ruang IV/c..

Pasal5

(1) Jenjang Jabatan Fungsional Perrieriksa Pajak dari yang terendah sampai
· dengan yang tertinggi yaitu: ..

a.. Pemeriksa Pajak Tingkat Terampil; dan' .

·b. Pemeriksa Pajak Tingkat Ahli.

Jenjang . pangkat . dan golongan masing-masing jenjang .Jabatan .
Fungsional Pemeriksa Pajak Tingkat Terampil' dari yang terendah
sampai dengan yang tertinggiterdiri dari :

a. 'Pemeriksa Pajak Pelaksana terdiri atas':

1. Pengatur, golongan ruang II/e; dan

. 2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.

b. Pemeriksa Pajak Pelaksana Lanjutan terdiri atas:

1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan

2. PenataMuda Tingkat I, golongan ruang III/b.

e. Pemeriksa Pajak Penyelia terdiriatas :

1. Penata, golongan ruang III/e; dan

2. Penata Tingkat I, golongan ruanglll/d.

(3) Jenjang pangkat dan golongan masing-masing jenjang Jabatan Jabatan
. Pemeriksa Pajak Tingkat Ahli dari yang terendah sampai dengan yang

tertinggi terdiri dari :

a. Pemeriksa Pajak Pertama terdiriatas :

1. Penata Muda, golongan ruang ~II/a; dan

2. Penata MUdaTingkat I, golongan ruang III/b.

b.. Pemeriksa Pajak Muda terdiriatas :

1. Penata, golongan ruang IlI/e; dan

. 2.' penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

. e. Pemeriksa Pajak Madya terdiri atas :

1. Pembina, golongan ruang IV/a;

2. Perribina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan

3; Pembina Utama Muda, .golongan ruang .IV/c..
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Pasal6

(1) JenjangJabatan Fungsional Penyuluh Pajak dari Yang terendah sampai
dengan yang tertinggi yaitu:

a. Penyuluh Pajak Tingkat Terampil;dan

b. Penyuluh Pajak Tingkat Ahli.

(2) Jenjangpangkat dan' golongan masing-masing jenjang Jabatan
. Fungsional Penyuh,lh Pajak Tingkat TerampiL dari yangterendah sampai
. dengan yang tertinggi terdiri dari :...'

a. Penyuluh Pajak Pelaksana terdiri atas :

1. Ptmgatur, goiongan rupng II/e; dan

2. Pengatur Tingkat I, golongan ruang IlId: .

'. b. penyuluhPajak PelaksanaLanjutan terdiri atas:

1. Penata Muda, golongan ruang III/a; dan

2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang IlI/b..'

e. PenyiJluh Pajak Penyeliaterdiri atas :

1. Penata, golongan ruang IIl1e; dan

. 2. Penata Tingkatl, golongan ruang III/d.

(3) .Jenjang pangkat dan goionganmasing-masing jenjangJabatan Jabatan
· penyuluh Pajak Tingkat Ahli ;dari yangterendah sampai dengan yang
· tertinggi terdiri dari : .

. . a.' Penyuluh Pajak Pertama terdiriatas :

1. Penata Muda, golongan ruang IlI/a; dan

2~ Penata Muda Tingkat I, golongan ruanglli/b.

·.b.. Perlyuluh.Pajak Mudaterdiri atas :

1. Penata, golongan ruang IlI/e; dan

. 2. PenataTingkat I, golongan ruang II I/d,

e. Penyuluh Pajak Madya terdiri atas :

1. Pembina, golongan.ruang IV/a;

2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; d,an

3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/e.

BAB IV

PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal?

.' (1) Penghitungan formasi masing-masing jabatan fungsional pada' Dinas·
Pelayanan Pajak dilakukandengan eara volume masing-masing kegiatan .
dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam' kerja efektif
satutahun. '. . . . . .
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(2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksudpada ayat (1), merupakan waktu
· penYelesaianminimal' ditainbah waktu.· penyelesaianmaksimal dibagi. . .

dua.

. (3)· Jamkerja efektif satu tahun sebagaimana dimaksud .pada ayat (1),
• adalah 1.250 (seribu duaratus lima pLiluh) jam. . ..

BABV

KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI

JABATAN FUt';JGSIONAL

Pasal8

(1) Kebutuhan' Formasimasing-masing jabatanfungsionalpada Dinas
·Pelayanan Pajak sesuai jenjangjabatansebagainiana terc;:antum dalam
Lampiranl, Lampiran II, dan Lampiran.1l1 Peraturan GLibernur jnL

Formasi masing-masing jabata~ fungsional a~anditjnjau ulang setiap 5
(lima) tahundan/atau sesuai dengan kebutuhan.dan perhitungan beban
tLigas berdasarkanketentuan peraturan perundC!ng~undangan.

, . " . .

(3) Pengisian formasi masing-masing. jabatan 'fungsicinal . diusulkan .oleh
Kepala DinasPelayanan Pajak kepada Gubernurnielalui BKD.

. " . ." .

(4) Usulan .pengisian formasi masiilg-masing . jabatan ·fungsional
. sebagaimana . dimaksudpadaayat (3),' 'dilak.ukan.· setelah diadakan

· penelitian adrninistrasi .dan penetapannya. oleh .BKD sesuai· dengan
'ketentuanperaturan perundang-undangari. .

BABVI

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARADANPEMBERHENTIAN
DARI JABATAN

Pasal9 '.

(1) Pengangkatan masing-masing pejabat fungl,ional didasarkankepada
· formasj masing-masing jabatan yang tarsediasesuai dengan ketentuan
peraturan perundang~undangan.· .

. .

(2) PegaV'{ai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabata~lfurgsional harus .
memeiluhi per§yaiatan padamasirig-masing jabatan sesuai dengan
ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pasal10

(1) Pembebasan sementara dari masing-masing jabatan fungsional
· ditetapkan dengan KeputusariGubernur atau Pejabat lain yang ditunjuk

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-u:1dangari; • '

(2) Masing"masing Pejabat .fungsional' dibebaskan sementara dari'
jabatannya apabila: '

a. ditugaskan secara penuh di luarjabatan fungsionalnya; .

b. tugas belajar lebih.dari 6 (enam) bulan;·

c. dijatuhi hukumandisiplin tingkat sedang ataLi-berat berupapenurunan
pangkat; "

d.cutidiluartanggungan Negara; dan/atau
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, ,

e. diberhentikan sem~ntara sebagai Pegawai Negen Sipil.

Pasal11

,'(1) Pemberhentia.n, dari masing-masing jabatan fungsional ditetapkan,
dengan keputLJsan Gubernurataupejabat y.ang <;litunjuk. ' '

(2) Masing-masing Pejabat fungsional t~l1e~tu diberhimtikan dan jabatannya
~~: ' " ,

" a. ·dijatuhi hukuman <;lisipli~ tingkat berat dantelah mempunyi;ti kekuata~
hUkum tetap; kecualihukuman disiplin'penurunan pangkat; dan/atau

b., tictak dapat memenuhi angka kredit' yang dite~tukan pada· ~asing­
masiiig jenis jabatan fungsional dalarn waktu tertentusesuai jenjang
pangkatnya. ' ' ",

BABVI,I

KENAIKANPANGKATDANTUNJANGAN , '

JABATAN FUNGSIONAL

Pasal12

•
(1) Sistem kenaikan pangkatljl3batan, didas,arkan' atas penilaian dan

penetapan angka kredit yangberasal darikegiatan unsurutamadan
unsur penunjang. '

(2) Usulan kenaikan pangkatljabatan disampaikan kepada Guhernur melalui
BKD setelah perolehan angka kreqit ditefapkan oleh Tim PeniiaiAngka
Kredituntuk dibuatkan keputusan masing'-masing jabatan fungsional
dalam jerijangjabatan sesuai demgariimgka kredit yang diperoleh.

Pasal1'3

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan, fl;lngsjonal diberikan
tunjangan jabatanfungsional sesuai denga'ri' keterituan perat.uran perundang-
undangan. ' ," "

BAB VIII '

PENGENDALIAN DAN EVALUASI,

Pasal14

(1) Pengendalia~ dan eVl3luasi kebijakan/pengaturanfoi-masi masingcmasing
jabatan fungsional, sebagai bagian dari kebutuhi:1I1 formasi jabatan
fungsional dilaksanakan oleh BKD'dan Biro' Organisasi dan Reformasi
BirokrasL "

(2) Pelaksan'al3n pengendalian dl3nevl3luC\si sebl3gaimanl3 dlml3ksud pl3dl3
aYl3t (1), BKD dan Biro, Organisasi, dan Reformasi Birokrasi dapat

, mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat DaerahlUnit KerjaPerangkat
Daerah (SKPD/UKPD) terkait. ' , , " '

(3) Anggaran pelaksanaan pengendalian darievaluasi 'sebagaimaria
dimaksud pada ayat (1) dibebanka'n, pada Anggaran Penctl3patandim
Bell3nja Daerah melaluiDokumen Pelaksariaari Anggaran BKD dan Biro
Orgl3nisasi dan ReformasiBirokrasL,:
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BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal15

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan dan
pengembangan karier, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan
fungsional dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku :

a. Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Formasi Jabatan
Fungsional Penyuluh pajak di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta; dan

b. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2014 tentang Formasi Jabatan
Fungsional Penilai pajak Bumi dan Bangunan, dicabut dan dinyatakan
tidakberlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengeiahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
padatanggal 21 Januari2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

tid

BASUKI T. PURNAMA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

tid

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 22009



,Lamplran I ; Peratura" ,Gub~~ur ~ro~inSi Daerah Khusus

Ibukota'Jakarta

Nemor:,
'Tanmial

13 TAHUN, 2015
21 J~nuari 2015

; . ~ ".

KEB~:ruHAN FORMASI JABATANFUNGSIONA~ PENILAI PAJAK BUMI DAN BANG,UNAN '

,
No. Jenjang Jabatan '

Total Waktu PenyelEsaian
JU(nlah Formesl

Pekerjaan l' (s"tu) Jahun'

A:", Jenjang Jabatan Penilal Pajak Bumi dan 8angunan Tingkat
Terampil ' , .

,

1 Penil';l Paiak Bomi dan Banaiinan Pelaksana 6:659' 5
.'

2- Penilai Paiak Bumi dan Banaunan Pelaksana Laniutan 25.0fi6 , ' 20

3 Penilai Paiak Bumi dan Ban'aunan Penvelia 12.025 ' 10

B.
Jenjang' Jabal';n Penilai,Pajak Buml,dan Bangunan Tingkat
Ahil

1 Penilal Paiak Bunii.dan Bimaunan' Pertama "50.018 ' 40

2 Penilal Palak Buml dan Banaunan Muda 31.61221 25

3 Penilal Pa ak Bum; dan-Banauna,;, Madva ' 7.337 '6

Jumlah 132.707,21 106

GUBERNUR PRO~INSI DAERAH KHUSUS
,IBUKOTA JAKARTA,

- BASUKi. T. PURNAMA

"

.)

"

..
'.



· . .'. ' ..',,' ...' '. .'
Lampiran II,: Peraturao'Gubemur Pravin,si Daerah Khusus'

.' ". .. .; '.. '.
' Ibukcita Jakarta.

Nomor
Tanggal

'13TAHU~2015 '
il~a~uari,2015

KEBUTlIHAN FOR~ASI JABATA!'I FUNGSIONALPEMERIKSA PAJAK

No. , Jerijan!:) Jabatan
TotalWa~tu Penyeiesai,m Jumlah Formasi
Pekerjaan 1 (satu) Tahun

A. Jenjang Jabalan Pemeriksa Pajak TIngk;lt Terampil

"

1 Pemeriksa Paiak .- Pelaksana . , ' 11.38625 15

2 Pemeriksa Paiak Pelaksana Lan'utan 12.98521" 10

3 Pemeriksa Paiak Penvelia' 6.243,23 5

B. Jenjang Jabalan"Pemeriksa,Pajak TIngkatAhli '

1 Pemeiiksa Paiak' Pertarna 43.86436' ' 35
..

2 Pemeriksa Paiak·, Mllda 24.65124 20
,

3 Pemeriksa Paiak Madva , . 2.85621' 2
..

.Jumlah 101:986,5 " 87

,

GUBERNURPROYINSI DAERAH KHUSUS

.;::fi?
BASU,KI T: PURNAMA

..\



Lampiran III : Peraluran Gub.emur ProvinsiDaerah Khusus.
Ib~kola Jakarta ..

Nomor
Tanggal

13 TAHI,}N 2015
21 Januari 2015

KEBUTIJHAN r-ORMASI JABA1AN FUNGSIONAL pENYULUH pAJAK

..
T9tal Waklu Penyeles.aian. .

No. Jenjang Jabatan
. PelierJaan.1 (satu)Tahun·

Jumlah Formasi
.

A. Jenjang Jabatari Pe.nyuluh Pajak TingkatTe,ampil

1 PenviJluh Pa'ak Pelaksana 2.98536 2

2 Penyuluh Palak Pelaksana·Lanlulan 2.01495 2

3 Penvuluh··Paiak Penvella . 3.469.14 3

B. Jenjang Jabatan· Penyuluh Pajak Tin9kafAhli

. 1 Pen,," luh Paiak Pertarna 7.42638 6

2 Penvuluh·Paiak Muda 6.298,71 .5

3 Penvuluh Pa ak Madva 3.61289 3

Juinlah 25.807.43 21

GUBERNUR PROYINSI DAERAH:KHUSUS
·IBUKOTAJAKARTA,

BASUKI'T. PURNAMA

..•.

,

.,


